BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai umeikkan
peningkatan yang berarti di Indonesia maupun duBieonomi Islam juga
menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekomoamusia. Dasarnya ada

dalam Al Quran dan As Sunnah sebagai petunjuk pediaku manusia.

Perkembangan pesat yang dialami oleh PerbankaniaByamerupakan
bentuk respon positif bagi perekonomian Islam digdn masyarakat. Secara
kelembagaan Perbankan Syari’ah di Indonesia dajpatattan menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Baitul Mal Wamwil (BMT). BMT
pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, rkatairembaga Keuangan
Mikro Syari’ah yang menjalankan sebagian besaemsisbperasional Perbankan

Syari'ah?

Baitul Mal wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha manderpadu yang
isinya berintikanbayt al-mal wa al-tamwildengan kegiatan mengembangkan
usaha-usaha produktif dan investasi dalam menikgkatkualitas kegiatan

ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengamaalaim mendorong kegiatan

! Dadan MuttagierAspek Legal Lembaga Keuangan Syarj'@fogyakarta : Safiria Insani
Press 2008) hal. 35.
2 Dadan Muttagienlpid, hal. 37.



menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekopanfielain itu,Baitul
Mal wat Tamwiljuga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sebglserta

menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amatatny

BMT merupakanleading sectoruntuk pembiayaan usaha mikro. Ini
dikarenakan BMT merupakan salah satwltiplier dari pertumbuhan dan
perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Banki'dyalembaga
ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan meskat bawahdrass rooj.
Dan ini membawa angin besar bagi usaha sektor,Kemibna problem yang
paling besar dalam pengembangan usaha kecil terledala keuangan dan

permodalarf.

BMT memiliki dua fungsi utama yaitiwundingatau penghimpunan dana dan
financingatau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keter&aiyyang sangat erat.
Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rengagr@ghimpunan dana
supaya tidak menimbulkan terjadinya dana mengan(die money disatu sisi
dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadangmya dana atau

likuiditas (lliquid) saat dibutuhkan disisi yang lain.

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota dilakok&lalui suatu

perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan) antaralBdi&éngan anggota, Sehingga

3 Andri SoemitraBank dan Lembaga Keuangan Syariélakarta: Kencana, 2009) hal. 464.
* Dadan MuttagierQp cit, hal. 37-38.
® Muhammad RidwariManajemen Baitul Maal Wa Tamw{lYogyakarta : Ull Press 2004) hal.

149.



terjadi hubungan antara kedua belah pihak. Masgdaily sering timbul dalam
pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaaanali anggota pengguna
dana lalai untuk melakukan kewajibannya atau yaagabdisebutvanprestasi
Oleh sebab itu dari pihak BMT dapat mensyaratkaanga jaminan yang harus

diserahkan oleh anggota pengguna dana kepada BMT.

Sebagian besar pembiayaan BMT disalurkan dalanubdigrang dan jasa
yang diberikan untuk anggotanya. Dengan demikiamipayaan hanya diberikan
apabila barang dan jasanya telah ada terlebih dabgingan metode ada barang
dulu, baru ada uang, maka anggota dipacu untuk moglaksi barang dan jasa
atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya bgeantpg diadakan menjadi

barang jaminancpllateral) hutang?

Jaminan dikenal dengan agunan. Istilah agunan diljet di dalam Pasal
1 angka 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 temgangahan atas Undang-

undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitneagadalah :

“jaminan tambahan diserahkan debitur kepada banlkandarangka
mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan barkas prinsip
syari'ah”

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip Syadahala:

“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakagadetu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengak péin yang

® Dadan MuttagienQp.Cit, hal. 46-47.



mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikang atau tagihan
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan anbsthu bagi hasil.

Salah satu BMT yang menerapkan sistem jaminan dalambiayaan
adalah BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal. BMT Asy Syifaenawarkan beberapa
produk pembiayaan yang dapat menfasilitasi parga@agya untuk memenuhi
semua kebutuhan hidupnya. Dan diantara produk @smén yang disyaratkan

adanya suatu jaminan ya#ligardh

Al gardhsendiri yaitu pemberian harta kepada orang langgapat ditagih
atau diambil kembafl. Jadi ketika BMT menjalankan produk pembiayaan
tersebut, BMT bertindak sebagai pemberi dana kepaggota dan dana tersebut

harus dikembalikan oleh anggota sesuai dengan &lestm.

Dalam memberikan pembiayaan, ada ketentuan barang yijadikan
jaminan harus disimpan oleh pihak BMT. Namun hal dapat menghambat
usaha yang dilakukan oleh anggota pengguna danabilapbarang yang
dijadikan jaminan tersebut merupakan barang yaggndikan untuk usahanya,
oleh karena itu untuk mempermudah anggota pengdana, maka pihak BMT
pada pembiayaan melakukan perjanjian pengikataringamyang dilakukan

secara fidusia dan didaftarkan pada Kantor Pendaftieaminan Fidusia..

7 Zainuddin Ali,Hukum Perbankan SyariafJakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 151.
8 Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Prakteklakarta : Gema Insani, 2001) hal. 131.



Munculnya Lembaga Fidusia adalah untuk mengatasulkan-kesulitan
masyarakat dalam memperoleh kredit atau pembiagaagan jaminan benda
dalam tangannya. Hal ini dikarenakan melalui LenabBglusia yang diserahkan
adalah hak milik atas barang berdasarkan kepemcayamag dijadikan sebagai

jaminan, sedangkan barang jaminan tetap dikuasailigdarang.

Keberadaan Lembaga Fidusia dapat memberikan mabggit kreditur
maupun debitur. Memberikan kepastian hukum bagakpikreditur maupun
debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastiatukumenerima pengembalian

kredit, sedangkan bagi debitur adalah kepastiamkumengembalikan kredit.

Ketentuan tentang jaminan fidusia belum diatur dsadkan ketentuan
Syariah dan hanya diatur berdasarkan hukum pasitthdonesia. Maka yang
menjadi permasalahan disini yaitu bolehkah penggurakta jaminan fidusia
sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian perabraygli Lembaga Keuangan
Syari'ah, mengingat setiap transaksi yang dilakukaimbaga Keuangan Syari’ah

harus sesuai dengan ketentuan Syari’ah.

Berangkat dari beberapa fenomena argumen diatagka m@enulis
menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ylhi dengan judul:
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AKTA

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL QARDH".



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atakamdapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penerapan akta jaminan fiddaiam perjanjian

pembiayaaral gardhdi BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peneraktamjaminan fidusia

dalam perjanjian pembiayaahqardHh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitieadalah :

1. Untuk memaparkan bagaimana mekanisme penerapanjaskiaan fidusia
dalam perjanjian pembiayaahgardhdi BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal.

2. Untuk menganalisis secara normatif dari pandangakubh Islam (figh)
mengenai penerapan akta jaminan fidusia dalam rpemapembiayaaral
gardh.

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimaiseliet di atas, maka
hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaagibpengembangan ilmu
hukum khususnya Hukum Ekonomi Islam yang berkadangan mekanisme

penggunaan akta jaminan fidusia dalam perjanjiambpeeyaaral gardh



D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusabkiakukan telaah buku-
buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan psatahan yang diangkat oleh

penulis.

Ulil Abshoriyah dalam skripsinya yang berjudul “8tlAnalisis Terhadap
Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan MufalthhQIKS BMT El-
Amanah Kec. Kendal Kab. Kendal” menyatakan dibodghladanya sebuah
jaminan dalam pembiayaan murabahah dikarenakan mdagembiayaan
murabahah pembayarannya secara tempo dan melghuran dan dalam Hukum
Islam setiap muamalah yang dilakukan secara temgganhtkan harus ada
jaminan yang dapat dipegang oleh yang memberi kapaan bagi yang

memberikan pembiayaan.

Fikry Mubarok dalam skripsinya yang berjudul “Arsadi Terhadap Praktek
Jaminan di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Suradadi dlégnenyatakan
diperlukannya sebuah benda sebagai jaminan apdii&mudian hari pihak
debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Bajaminan ini berfungsi
sebagai penguat kepercayaan dan dapat dijadikeek dagihan, artinya jika
debitur bercidera janji, maka barang jaminanlah gyalijadikan alat untuk

melunasi pinjaman.



Ahmad Siddiq dalam jurnalnya yang berjudul “Aspekikdm Jaminan
Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam” menyimpulkaahtva secara teoritis
konsep jaminan dalam Hukum Islam maupun hukum ipdsiah mengenal
jaminan perorangan dan jaminan kebendaan baik pangpa benda bergerak
maupun tidak bergerak. Namun, keduanya berbedandai macam objek

jaminan kebendaannya, sifat jaminan dan orientasiny

Markus Suryoutomo, Bambang Hermanu dan Saryonondalanalnya
yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Undang-ugdiiomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia Sebagai Agunan Kredit” ratikan bahwa setelah
berlakunya UU No.42 Tahun 1999 pelaksanaan jamiilusia berjalan efektif
sebagai agunan kredit bank dan memberikan perlgatutnukum bagi debitur
maupun kreditur, yang berupa kepastian hukum dakmgikatan jaminan fidusia
yang dilakukan melalui tahap pembuatan akta jamifitausia secara notariil dan

pendaftaran akta jaminan fidusia.

Banyak berbagai karya tulis ilmiah dan hasil pdiali mulai dari artikel,
makalah, dan skripsi yang sudah dilakukan pentgidiahulu. Namun, peneliti
terdahulu hanya menitik beratkan pada jaminan dang Yebih spesifik tentang
jaminan fidusia hanya dianalisis sesuai dengan mukositif yang berlaku di
Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini lebih nignberatkan pada penerapan
akta jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayahrmgardh dan menganalisis

mengenai penerapan akta jaminan fidusia dalam @lersplukum Islam.



E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitialitiatif yang memiliki
karakteristik natural dan merupakan kerja lapangary bersifat deskriptif, disini
memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang a&sand pelaksanaan

penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjianqieyaanal gardh

Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Asy Syifa’ &éri Kendal yang
dalam perjanjian pembiayaaal gardh menggunakan akta jaminan fidusia.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapandgeld reseach yang
bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenaigkgenerapan akta jaminan

fidusia dalam perjanjian pembiayaaingardhdi BMT tersebuf.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Untuk memperoleh akses langsung terhadap objek wvaedti, maka
dilakukan observasi di BMT Asy Syifa Weleri. Wakyang diperlukan
untuk menyelesaikan penelitian, dilakukan selambaulan mulai dari

bulan April dan berakhir sampai pada bulan Mei.

® Saifuddin AzwarMetode PenelitianCet.3, ( Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2001), 21al.
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Langkah ini penting dilakukan untuk mengetahui hefalas bagaimana
mekanisme penerapan akta jaminan fidusia dalanargem pembiayaan
al gqardhyang dilakukan di BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal.

b. Dokumentasi
Penelitian ini diperkaya dengan dokumen-dokumen gydoerkaitan
dengan penerapan akta jaminan fidusia. Penelitidearden yang ada di
BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal meliputi penelitian mgenai akta
perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia.

c. Wawancaraiterview)
Dalam wawancara peneliti mengambil informa dari gmtg dan pihak
BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal agar diperoleh inforsiamendalam
mengenai penerapan akta jaminan fidusia. Wawarncaekan dilakukan
secara terbuka. Dilakukan dengan bertatap mukaraamtewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai demgamggunakan
pedoman duidg wawancara. Waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan penelitian ini dilakukan selama ZamuMulai dari bulan
April dan berakhir sampai pada bulan Mei dan bep@ndi BMT Asy
Syifa’ Weleri Kendal.

2. Metode Analisis Data

Ada dua model analisis yang penulis gunakan dalanelian ini yaitu

deskriptif dan normatif. Analisis deskriptif digu@ untuk masalah yang

pertama, karena penulis akan menggambarkan peneaifsajaminan fidusia
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di BMT Asy Syifa Weleri Kendal. Analisis normatifiglinakan untuk
menjawab masalah yang kedua karena penulis ingmdapatkan jawaban
tentang pandangan Hukum Islam terhadap penerap@njakinan dalam
perjanjian pembiayaaal gardh yang terjadi di BMT Asy Syifa’ Weleri

Kendal.
F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang komprehensip, mekguysunan hasil

penelitian perlu dilakukan secara runtut dan siatensebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan

Dalam bab satu ini dibahas mengenai latar belakamy menjelaskan
alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukanmenelitian ini,
perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dadsnelitian, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitiaarta terakhir adalah

sistematika yang memberikan gambaran mengenaaiisskiripsi ini.

BAB Il  : Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan dalam
Islam (rahn) dan Al Qardh
Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengasatah yang diangkat oleh
penulis, yaitu semua materi yang berkaitan tenfmrgerapan akta jaminan
fidusia dalam perjanjian pembiayaahgardh diantaranya tinjauan umum

jaminan fidusia, jaminan dalam islanalin) danal gardh
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BAB Il : Penerapan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan

Al Qardh

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai penerapannga dalam
pembiayaan, serta pelaksanaan penerapan jamingiafidalam perjanjian

pembiayaaral gardhdi BMT Asy Syifa’.

BAB IV : Penerapan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan

Al Qardh Dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam bab ini dipaparkan mengenai analisis terhapeperapan akta
jaminan fiduisa dalam perjanjian pembiayaah gardh dan analisis
mengenai pandangan Hukum Islam terhadap pener&pajaminan fidusia

dalam perjanjian pembiayaahqardhdi BMT Asy Syifa’.
BABV : Penutup

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalalyang diajukan

berdasarkan temuan dilapangan dan saran-sarapechais.



